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ABSTRAK 

Nur Ikbal. 04020200398. dengan judul “Penerapan Diversi dalam 

Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes 

Makassar)” dibawah bimbingan Bapak Hambali Thalib selaku ketua 

pembimbing dan Bapak Andika Prawira Buana selaku anggota pembimbing. 

     Eksplorasi ini diharapkan dapat memutuskan dan membedah pelaksanaan 

pengalihan serta variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam 

kerangka keadilan remaja di Polrestabes Makassar. Eksplorasi ini 

menggunakan metode pemeriksaan hukum eksperimental dan fokus pada 

penguraian informasi penting dan informasi tambahan dengan menggunakan 

metode penyelidikan informasi subjektif.  

     Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam kasus 

pidana anak telah sesuai fungsi dan tujuannya, yang mana tidak lain selain 

memberikan hak anak kepada pelaku tindak pidana anak. Namun Karena 

beberapa faktor seringkali diversi ini tidak digunakan secara maksimal. 

      Rekomendasi penelitian ini yaitu, untuk para penegak hukum meningkatkan 

pelatihan SPPA. Diharapkan kedepannya ada upaya pengurangan beban 

finansial pada korban dan pelaku dengan regulasi baru, serta meningkatkan 

sosialisasi hukum dan penyelarasan budaya dengan undang-undang diversi. 

. Kata Kunci: Diversi Dalam Sistem Perdilan Pidana Anak 10
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BAB I                                                                                                    

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan aset bangsa, masyarakat, dan keluarga yang paling 

berharga. Dialah pihak yang menjadi harapan keluarga, daerah, dan negara. 

Dalam arti yang lebih mendasar, anak merupakan pihak yang akan 

menentukan apakah suatu bangsa akan mengalami kemakmuran atau 

kemunduran.1 Sebagaimana dengan hikmah tegas yang menyatakan bahwa 

setiap anak yang dilahirkan secara alamiah adalah orang yang murni (fitrah), 

maka para wali akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hal ini 

sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Standar Perkawinan, yang menyebutkan bahwa wali wajib benar-benar 

memusatkan perhatian dan mendidik anak-anak di bawah umur sampai anak 

yang bersangkutan sudah dewasa atau dapat menyendiri.2  

Dalam pemahaman Islam, usia muda telah dilimpahkan oleh Allah SWT 

kepada kedua penjaganya, masing-masing negara dan bangsa yang kelak 

akan menjadikan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan pengganti wawasan 

Islam. Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa setiap generasi muda yang 

                                                            
1 Krisna & Liza Agnesta., (2018), “Hukum Perlingan Anak”, YogYakarta: CV. Budi Utama, hlm.2 
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan 
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dianggap harus diandalkan, dipercaya, dan berbuat sesuai dengan ajaran yang 

diterima oleh orang tua, masyarakat, negara dan negara.3  

Dalam karya tulis ini juga membahas tentang hukuman atau penjatuhan 

hukuman. Hal ini tentu juga diatur dalam Islam, Bahkan di zaman Rasulullah 

juga telah mengaplikasikan konsep hukuman ini yakni penjatuhan hukuman 

terhadap pengasingan dan pencabukan untuk Al-Ghamidiyah dan Azh-Zhahir 

yang telah melakukan Pemerkosaan4. Dalam Al-Qur’an ada dua dasar-dasar 

penjatuhan hukuman ialah :  

1. Surat An-Nisa ayat 135 

َٰٓأيَُّهَا مِينََ كُونوُاَ  ءَامَنوُاَ  ٱلَّذِينََ يَ  ََٰٓ وَلوََْ لِِلََِّ شُهَدَآَٰءََ بٱِلْقِسْطَِ قوََّ  لِدَيْنَِ أوََِ أنَفسُِكُمَْ عَلىَ  ۚ َ وَٱلْْقَْرَبِينََ ٱلْوَ  نِيًّاغََ يكَُنَْ إنِ   أوََْ 

َُ فقَِيرًا َۚ  بهِِمَا أوَْلىََ  فٱَلِلَّ َّبِعوُاَ  فلَََ  ََٰٓ تتَ ۚ َ تعَْدِلوُاَ  أنَ ٱلْهَوَى  ََ فإَنََِّ تعُْرِضُواَ  أوََْ تلَْوُۥَٰٓاَ  وَإنِ   خَبِيرًا تعَْمَلوُنََ بِمَا كَانََ ٱلِلَّ

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang menerima, jadilah pembela keadilan 

yang sah dan pemerhati bagi Allah, baik kamu berbuat terhadap dirimu sendiri 

atau terhadap kaummu. Entah dia kaya atau miskin, Allah lah yang paling 

mengetahui hartanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena 

kamu sangat menginginkannya.” untuk berbuat salah dari dunia nyata. 

“Berusahalah untuk tidak membohongi perkataanmu atau bertanya-tanya 

                                                            
3 Amir Syarifuddin.(2014). Hukum perkawinan islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, hlm. 44. 
4 Kristina. (2023, 20 Januari). Hukuman Rajam Pemerkosa di Zaman Rasulullah. Detik 

Hikmah.com 
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apakah akan menjadi penonton atau tidak, karena yang pasti Allah 

mengetahui segala perbuatanmu.”5 (Q.S. An-Nisa, 4:135) 

2. Surat Shad ayat 26 

دَاوُۥدَُ كََ إِنَّا يَ  َّبِعَِ وَلََ بِٱلْحَق َِ ٱلنَّاسَِ بيَْنََ فٱَحْكُم ٱلْْرَْضَِ فِى خَلِيفةًََ جَعلَْنَ  كََ ٱلْهَوَىَ  تتَ
ۚ َ ٱلِلََِّ سَبِيلَِ عَن فيَضُِلَّ  ٱلَّذِينََ إنََِّ 

 ٱلْحِسَابَِ يوَْمََ نسَُواَ  بِمَا شَدِيد َ  عَذَابَ  لهَُمَْ ٱلِلََِّ سَبِيلَِ عَن يضَِلُّونََ

Terjemahannya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu 

khalifah di muka bumi ini, maka hakimilah (disiplin) antar individu dengan baik 

dan jangan ikuti hawa nafsumu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan 

Allah. Sesungguhnya karena mereka lupa pada hari kiamat, siapa yang 

menyimpang dari jalan Allah akan mendapat siksa yang berat.6 (Q.S. Shad, 

38:26)  

 Dari kedua ayat Al-Qur’an diatas umat islam menjadi salah satu dasar 

adanya  hukuman atas segala kelakuan manusia yang mengarah ke dosa atau 

hal hal yang merugikan orang lain.  

Dalam Islam, hukuman pidana anak diatur dengan sangat hati-hati, 

mengingat prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pidana anak dalam hukum Islam 

meliputi: 

                                                            
5Departemen Agama Republik Indonesia, (2011), Al- Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
cet ke-XII. Bandung: Diponegoro, hlm. 100.  
6 Ibid., hlm. 454 
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1. Usia Baligh: Dalam hukum Islam, seseorang dianggap sebagai 

dewasa dan bertanggung jawab secara hukum ketika mencapai usia baligh. 

Sebelum mencapai usia ini, anak-anak tidak dikenai hukuman pidana yang 

sama dengan orang dewasa. Umumnya, usia baligh ini berkisar pada usia 12-

15 tahun, tergantung pada tanda-tanda biologis dan perkembangan. 

2. Tanggung Jawab Moral dan Hukum: Anak-anak yang belum baligh 

tidak dianggap bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka dalam 

konteks pidana. Mereka lebih ditangani dengan pendekatan pendidikan dan 

nasihat daripada hukuman formal. Prinsip utama adalah untuk membimbing 

mereka agar memahami dan menghindari perbuatan dosa. 

3. Pendidikan dan Rehabilitasi: Islam lebih menekankan pada 

pendidikan dan rehabilitasi daripada hukuman fisik untuk anak-anak. Orang 

tua dan masyarakat diharapkan untuk mendidik dan membimbing anak-anak 

dengan kasih sayang dan teladan yang baik. 

4. Hukuman untuk Pelanggaran yang Dilakukan Anak Baligh: Anak-

anak yang telah mencapai usia baligh dapat dikenai hukuman jika mereka 

melakukan pelanggaran hukum syariah, tetapi pelaksanaan hukuman tetap. 

Biasanya, hukuman akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan 

keadaan individu, dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan 

kemanusiaan. 

5. Pengaruh Lingkungan : Dalam konteks hukuman dan pendidikan 

anak, Islam juga memperhatikan pengaruh lingkungan keluarga dan 
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masyarakat. Pendidikan yang baik dan lingkungan yang sehat sangat penting 

untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

Secara keseluruhan, sistem pidana dalam Islam dirancang untuk 

menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi, 

dengan penekanan pada pembelajaran dan perbaikan daripada hukuman 

semata. 

Di Indonesia, pedoman dan peraturan menetapkan batasan usia yang 

berbeda-beda bagi generasi muda. Misalnya saja dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 47 disebutkan bahwa 

remaja adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun. Yang dimaksud 

dengan “anak” adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun—termasuk 

bayi dan anak kecil—sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.7 Hal ini menunjukkan bahwa hukum 

yang berlaku jelas mengatur semua orang, termasuk anak.  

Seorang anak yang melakukan suatu perbuatan salah sangatlah 

keterlaluan jika disebut sebagai perbuatan pelanggar hukum.8 Hal ini karena 

generasi muda dianggap mempunyai mental yang labil, proses kesehatan 

mental memberikan sikap yang kasar dan memaksa yang dapat mengganggu 

permintaan masyarakat.  

                                                            
7 Satjipto Rahardjo, (1983), “Masalah Penegakan Hukum”, Bandung: Sinar Baru, hlm.24 
8 Setya Wahyudi, (2011), “Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia”, Yogyakarta, Genta Publishing , hlm. 9. 
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Karena anak yang dimaksud belum sepenuhnya menyadari apa yang 

dilakukannya, maka cara penanganan pelanggaran pada anak berbeda 

dengan cara penanganan pelanggaran pada orang dewasa. Keadilan 

menolong, khususnya upaya pengalihan atau cara penyelesaian perkara di 

luar kerangka keadilan remaja yang paling umum, merupakan model 

paradigmatik penanganan tindak pidana remaja yang berlaku sesuai Peraturan 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Kesetaraan Remaja.  

Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana remaja sebenarnya 

telah mempunyai pedoman yang mencakup antara Peraturan SPPA dan 

peraturan lainnya. Misalnya, pedoman pengalihan bertentangan dengan Pasal 

1 Ayat (2) UUPA karena pasal ini mengatur keselamatan anak dari kebrutalan 

dan keterpisahan. Pengalihan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan SPPA tidak boleh 

begitu saja dipisahkan dengan tindak pidana, khususnya hanya golongan 

perbuatan pelanggar hukum ringan, keturunan tindak pidana demonstrasi 

pada semua golongan pidana demonstrasi harus mempunyai hak untuk 

memutus perkara. memanfaatkan pengalihan. Pembatasan bahaya pidana 

terhadap anak dibawah umur tujuh (tujuh) tahun sebagai syarat penyelesaian 

pengalihan mengandung unsur viktimisasi terhadap orang-orang yang 

melakukan tindak pidana demonstrasi. Tujuan kasus harus fokus pada kondisi 

mental anak-anak yang melakukan demonstrasi kriminal agar tidak mengalami 

cedera akibat interaksi hukum. Karena pemisahan tersebut, anak yang 

melanggar hukum tidak dapat mencapai penyelesaian melalui pengadilan. 

16

20
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Kecenderungan yang dirusak oleh siklus hukum adalah penyelesaian melalui 

pengadilan mempunyai dampak negatif terhadap generasi muda. Karena 

Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Anak 

dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 

dan Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Keamanan Anak, maka dalam 

sistem progresif peraturan dan pedoman Indonesia diarahkan pada Peraturan 

Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Pembinaan Pedoman Resmi, apabila keadaannya sama atau sama maka 

pedoman dalam Peraturan SPPA dan UUPA tidak boleh bertentangan. Namun 

Pasal 7 Ayat tersebut tidak selaras satu sama lain. Oleh karena itu, pencipta 

akan mengeksplorasi kerangka kesetaraan remaja di Indonesia. 

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan 

menelaah lebih jauh dengan judul “PENERAPAN DIVERSI DALAM 

PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, maka detail keprihatinan 

pencipta adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di 

Polrestabes Makassar? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem 

peradilan anak di Polrestabes Makassar? 

1
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui dan membedah pelaksanaan pengalihan dalam 

kerangka keadilan remaja di Polrestabes Makassar.  

2. untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan diversi oleh Polrestabes Makassar dalam sistem peradilan 

anak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara hipotesis, eksplorasi ini bertujuan untuk membangun informasi 

dan pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang disiplin yang tepat 

bagi generasi muda dalam kerangka penegakan hukum. 

2. Kegunaan Praktis 

Manfaat dari eksplorasi ini adalah diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada komponen masyarakat dari seluruh kalangan akademis 

untuk mengetahui disiplin ilmu yang tepat bagi generasi muda dalam 

kerangka penegakan hukum. 
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